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Abstrak

antasan Korupsi melalui

n UU Tipikor tidak ssja mendapat perlawan dari

1 juga pegiat anti korupsi yang tidak puas terhadap putusan ringan dan tidak berdampak

sebenamya tidak dikenal dalam UU Tipiko

znaan. Mengingat
vang ingin dicapai

Kata Kunci: ide pemiskinan, koruptr.

PENDAHULUAN
Dalam berbagai seminar ilmiab, talkshow di berbagai

medm elekronik, laporan hasil-hasil pcne!ilian telah

banyak diungkap bahwa pemuln\u.h

da bangsa Indonesia sudah san

Korupsi

dipandang sebagai kejahatan yang petiad (extra-

bebas dari te
Gilskukan upaya pemberantasan yang extra-ordinary.
pula

Dalam kenyataannya, wal
kasus korupsi_ berhasil di rantasan
Korupsi. belum menunjukkan il p:mbahln dm hasil
st v Charln Meningkatnya knmpﬂ
dari wakm mengakibatkan  pergeser
digma mengenai nuullh Korupsi menjadi hal yang
i luar biasa. Apalagi maraknya prakiik putusan
kerapkali dinilai kurang memberi efek jera.
fenomena Koruptor tetap kaya setelah keluar
ara adalah hal yang lumrah. Masih segar dalam

on (:lah Ixmyzk Kasus-

. ketika scorang terdakwa Gayus
bunan yang meski pegawai negeri golongan tiga
namun rawsan miliar  rupiah
Malahan kendati ditahan, bekas pegawai Ditjen Pajak itu
bisa lelussa keluar dari RUTAN di Markas Brimob,

2 karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya), maka ide pemiskinan koruptor
i menarik untok dikaji dari persfektif teori tujuan

pemidanaan yang berorientasi. flsafat

bahwa setiap pemilihan altemaif sarana politik kriminal harus berorientasi pada

Kelapa Dua, Depok, kemudian pelesran ke Pulau Bali.
Fakia terscbut menunjukkan, bahwa koruptor tidak saja
memperkaya dir, mamun juga menggunakan hartanya
menyvap. penegak hukum untuk “membeli® fasilitas di
penjara, bahkan melepaskan dir dar jerat huku. Sea
itu, tdak bisa dipandang dengan scbelah mata bahwa.
dahsyatnya serangan balik para koruptor melalui berbagai
isu sepert revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (selanjutnya penulis schut dengan UU Tipikor
suja) dengan dalih penguatan pemberantasan korupsi,
s, gt KPK. din ya paig ki
pembubaran cmakin_ menunjukkan. pergumulan
oplrtcndey  upeyn

thumn
‘pemberantasan korupsi.
Di sisi berbeda, femomena putusan yang ferkalu
ringan dan tidak menimbulkan efek jera temyata juga
menimbulkan ketidakpuasan para pegiat anti korupsi
yang dickspresikan melalui “ide pemiskinan Koruptor”
Alasanya, UU Tipikor hanya efektif menghukum badan,
tetapi tidak memaksimalkan pengembalian kerugian
negara, dari tahun ke tahun bahkan cenderung menurun.
Sebagal buku (radarbangka.co.id, 2014), pada tahun
0 uang yang kembali ke negara hanya 216,67 miliar
m. tahun znu jumishnya menyusut menjadi 99,62
miliar, Jumlah it jelas amat kecil dibandingkan nilai
korupsinya yang mencapai ratusan triliun. Sementara
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adagium pemidanaan menyatakan ne malis expediat esse
malos (tiada scorang pun bolch mendapat keuntungan
Karena suatw perbuatan  kejahatan  yang telah
dilakukannya).

‘Sebagai bentuk dukungan terhadap konkritisasi ide
‘pemiskinan Koruptor, beberapa ahli hukum diantaranya.
Indriyanto Seno Adji umalpatrolinews.com, 2014) tal
segan-segan mendesak KPK, jaksa, dan polisi agar
menerapkan UU No.§ Th2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang (UU TPPU) terhadap koruptor. Dengan
UU TPPU ini, uang yeng bisa dirampas ttidak hanya

menjelaskan asal-usul kekayaannya. Scbaliknya, dengan
berpegangan pada alasan perindungan HAM, Adnan
Buyung mengingatkan bahwa pemidanaan harus setimpal
cengan kslaan. Dalam tindak pidas orws, ang
bisa dirampas hanya harta kekayaan yang berasa
kejahatan saja. Di luar i, tidak bisa karena "
proposional dan_ melanggar
Gumalpatrolinews com, 2014).

Menyikapi ketidakpuasan  pemidanaan _terhadap
Koruptor yang mencuat melalui pandangan pro dan kontra
di ates, opabila ditclusuri dari tcori-teori tyjuan

n, maka menunjokkan adanya latar belakang
pemikizan yang. kontradikiif mengenai alizan_tujuan
pemidanan yun dinjlc Al or pemidanaan yang

s “filsafat.pembalasan” sebagai konstrksi
ki pandangan yang pro "ide penisina” elas kan
mengajukan tuntutan pemidansan yang berat_(keras).
Sedangkan “filsafat _pembinanan”  sebagai landasen
Konstruksi pikir pondangan kontra akan menghendaki
bahwa pembalasan bukan ujuan wtama_ pemidanaan,
tetapi pembinaan.
s daar i s, sl dingar v s
e dimana penghargaan HAM s
et paigma gz & b s
Yon diing pula adanya prgesran tjuan pemidansan
ke arah yang humanis (Teori Pembinaan) dan relevan
dengan bangsa Indonesia yang Pancasilais, maka Kiranya
pery ok menha s i ng "3 scjatinya
hakikat dari *ide an_ Koruptor”, apabila_hal
i otaiat i’ it
pemidananan yang berorientasi Filsafat  Pembinaan
sebagai latar belakang, sckaligus menghaitkan_basil
claah tersebut dengan implementasinya dalam U
Tipikor.

Untuk memudatikan pemahaman istlah-isilah dalam,
whisan i, maka scbagai definisi operasional perlu
dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan hakikat ity
sendiri adalah kebenaran atau kenyataan, pada hakikatnya
berarti sebenamya; sesungguhnya  (Pocrwadarminta,
o039y ot P Hokom, mempersoslkan
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tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum din
moral adalah wilayah Ontologi Hukum (Mohemmad
Adib, 2010:69). Sedangkan pengertian “ide” di sini
adalah lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar
mengenai “pemiskinan’”.

HAKEKAT IDE PEMISKINAN KORUPTOR
BERDASARKAN KONSTRUKSI PIKIR TUJUAN
PEMIDANAN YANG BERORIENTASI FILSAFAT
PEMBINAAN?

Kata “pemiskinan” berasal dari kata dasar “miskin”
ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”. Menurut Karmus
‘Umum Bahasa Indonesia “miskin” berart tidak berharta
benda. Sedangkan “pemiskinan” berarti menjadikan
sescorang tidak berharta benda  (Poerwadamminta,
1989:562). Dalam kontek upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi (politk kriminal), tak satu pun perauran
undang-undang tentang korupsi yang memuat istlah

“pemiskinan koruptor”. Istilah terscbut merupakan istlah
vang digagaslide oleh Kalangan pegiat anti
Korupsi mengenai strategi penghukuman pelaku korupsi
dengan cara merampas dan menyita harta kekayaan/aset
yang diperoleh dari perbuatan Korupsi dengan tujuan agar
idak berharta lagi dan pada akhimya menciptakan efck
jera.

Pemilihan strategi pemberantasan suatu tidak pidana.
pada dasamya tidak lepas dari karakeristik tindak pidana
yang dihadapi. Strategi pemberantasan terhadap tindak
pidana terorisme tentu berbeda dengan strategi tindak
pidana dengan motf-motif ekonomi scperti korupsi; dan
Secara teoriis, strategi untuk menghadapi tindak pidana
lengan motif-motif ckonomi seperti korupsi, berlaku
adagium yang erounyi e malis expedia esse malos,
yang artinya bahwa tiada seorang pun bolch mendapat
keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah
dilakukannya

Dikaji dari Teori tojuan pemidaan yang menckankan
unsur pembalasan, maka “ide pemiskinan koruptor” akan
menjadi konsep yang ideal untuk mewujudkan tujuan
efek jera melolui pemiskinan pelaku. Tujuan it
tercermin pada Teori pembalasan Herstel van geleden
‘maatschappelijk nadeel olch yang berpandangan bahwa
kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat idec
(ideel nadeel) dalam masyarakat; dan pidana diadakan
untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi
paca masa lau_(Poemomo, 197630, Selanunya
mengenai apa ukuran yang tepat dalom  menal
Kewajiban perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan Lo
Polak yang mengajukan teori Het leer der objectieve
betreurens. swaardigheid atau. Objectieveringstheorie,
antara lain berpendapat bahwa penjahat tidak boleh
dipidana secara tidak adil, berarti beratnya pidana harus
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seimbang tidak kurang, tetap juga tidak lebih )
berainye delik atau verdiend leed (Por 1976:25).
DTS ) e peb b !erslmp\ll bahwa
juan pemidanaan dalah i ganjaran
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filsafat pembalasan, karena selain tidak setimpal juga
tidak adil. Walaupun secara ide, teori pembalasan tidak
men\perhuungkan harkat dan martabat manusia (HAM)
dan kepentingan negara dan

i pidana yang wllmp.ll dengan perbuatan pelaku:
tersirat terkandung pula scbush konsep.
‘menurut teori

mxsyaﬂkﬂ Sehingga ~diakui kelemahan

‘mendasar d:m teoriini.
Dala

sebagai

pembalasan tidak dilakukan dengan cara

an dan bertujuan penjeraan semata, tetapi juga

imbangkan rasa keadilan. Takaran pidana yang

SR et e i

pal” dengan perbuatannya (tidak kurang dan tidak

la ditclusuri lagi mengenai cksistensi teori

‘cagan menghubungkan dengan teori-teori

an lima Hukum Pidana, maka teori

berorientasi  flsafat  pembalasan
Aliran-Klasik Hukum Pidana,

s i, 15922520

ki hukum s yang tersusun

3¢ dan menjamin adanya kevmnan hukum;

i kebebasan hakim dalam menetapkan jenis

dams den ukuran pemidanaan, schingga dikenal

2 definite sentence yang sangat kalurigit;

3) Menganut pandangan_indeterminisme yang berarti
bahwa setiap orang/individu bebas untuk menentukan
apa yang akan dilakukan (kebebasan kehendak

4) Perumusan undang-undang bersifat melawan hukum,
merupakan titik sentral. Tindakan/perbuatandisini
B A g O e ool
terleps pelakunya, schingga mengabaikan
nddnlsel e penerapan pidana.
Karenanya dapat discbut Hukum Pidana Tindakan
ll)uu:lslm/rwhl).
) Berps kepada justice model, sebab  sangat

«.mpm.mku. aspek keadilan bagi masyarakat,
sehingga tdak menila keadaan diri pribadi pelaku;

6 Pid brstn should it the

sciring dengan perubaban
i mengens pegharsan (rhdep bkt dan
martabat manusia yang melanda negara-negara Ercpa
yang antara lain dipelopori para. pemikir seperti John
Locke, Montesquieu dan Rousseau mengajarkan bahwa
‘manusia mempunyai hak Kodrat yang meliputi hak ntuk
hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memilki
sesuatu yang bersifat asasi (HAM) seperti kekayaan,
ik secar beangur eor penidaan pon méngalani
pergeseran beranjak dari prinsip * kum” yang
Deorons ke belkang (ractvard ooting) ke s
gagasan/ide “membina” yang berorientasi ke depan
Uorvardlooig) yng Jemutia i
dengan Teori Tujuan. Pemidnan yang  berorientasi
P (T Pty i 4 e e
berpandangan bahwa tjuan pidana untuk memperbaiki
si pelaku agar menjadi manusia yang baik melalui
reklasering  (Poernomo, 1976:30-31). Teori tujuan
pemidanaan ini menjadi salah satu ciri dari Aliran
Modem Hukum Pidana yang secara keseluruhan ialah
(Arief, 1992:32):
1) Dipengaruhi  oleh perkemban
Kemasyarakatan seperti - sosioloi,

ilmuilmy
antropologi  dan
iminologi;
2) Mengakui hah\w perbuatan seseorang dipengaruhi
watak dan pribadinya, faktor-faktor biologis maupun
lmgkm\gin kem:syamknmn"ya (sosiologis);
Berpand: dete Karena  manusia
dpandon. 4k mempunyat Kb Kehendak,
tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya,
schingga  tidak  dapat  dipersalahkan  atau

3

erime) dan dilaksanakan dalam egual justice;

7) Dengan perhatian terhadap hak o mannsia ym\S
demikian, alifan ini mengutarn;
jaminan terhadap kepentingan mdwldll e manh
banyak dikerbankan),

ali lagi pada masalah prakiik penjatuhan pidana
pdaku Korupsi yang sangat ringan di satu sisi
erat di sisi lain, bahkan cenderu
i “setimpal” menurut konstruksi pxklr
alasan, karena yang dirampas tidak han
yang bisa dibukiikan Jaksa, tetapi juga kekayaan T
scpanjang pelaku tidak bisa membuktikan asal-usul
kekayaannya it bertentangan
dengan konsep tujuan pernidanaan yang berorient

Memberikan  keleluasaan hakim  untul
‘menjatukan sanksi pidana (mdclcnmrmle sentence),
sebab bertolak dari pandangan punishment should fit
the criminal;
Menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan
yang  subjekiif. Pertanggungiawaban  seseorang
berdasarkan kesalshan harus diganti dengan e
berbahayanya si pelaku (etat dangereis);
Bentuk pert ada si pelaku lobib
bersifat tindakan untk perlindungan  masyarakat.
Kalau pidana digunakan istlah pidana, maka harus
tetap diorientasikan pada sifatsifat i pelaku. Jadi
aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana
yang bertujuan unuuk mengadakan resosialisasi
pelaku

6)
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Aliran Teori Tujuan Pernidanaan Yang Berorientasi
Pembinzan ini dalam perkembangannya juga banyak
mendapat tentangan karena terlalu memanjakan pelaku
kejahatan, dan akhimya muncul Teori Pemidanaan
Gabungan yang berusaha memadukan pemikiran Teori
Pembalasan dan Teori Pembinaan.

Menurut Teori Gabungan (Arief, 1992:30-31):

“Bahwa pidana hendaknya didasarkan atas

pembalasan  dai

diterapkan
‘menitikberatian
‘menghilangkan unsur yang lain, maupun pada
semua unsur yang ada”.

Teori Gabungan yang menempatkan perimbangan
kepentingan masyarakat dan pelaku secara proposional
ini oleh banyak negara dipandang sangal manusiavi.
Teori tjuan ini divvadahi ke dalam Aliran Hukum Pidana
Neo Klasik dengan ciri-ciri pokok adalah (Arief,
1992:26-27):

1) Modifikasi dokrin kebebasan kehendak atas daser

usia, patologi dan lingkungan;

) Asas pengimbalan / pembalasan (verge/ding) dari
kesalahan s pelaku.
Pidana secara Konksit tidak dikenakan dengan maksud
untuk mencapai suatu hasiltujuan yang bermanfaat
melainkan setimpal dengana beratnya kesalahan yang
ilakukan. Oleh karena itu aliran ini disebut sebagai
Daad-dader Strafrecht;

3) Menggalakkan kesaksian abli (exper testimony);

4) Pengembangan hal-hal yang meringankan ~ dan
‘memperberat pemidanaan;

5) Pengembangan nwintrack-system | double
system | aweispurigheit | “sistem dua-jalur” yakni
‘pidana dan tindakan;

6) Perpaduan antara Justice Model dan perlindungan
terhadap hakchak  terdakwa-terpidana  termasul
pengembangan non-institusional treatment (Tokyo
Rules) dan dekriminalisasi serta depenalissi.

track

Schubungan dengan csistensi eori-cori pernidanaan
di atas dan diksitkan dengan alam pemikiran Bangsa
Indoncsia yang berdasarkan Pancasila maka membahas
membahas twjuan pernidanaan yang paling sesuai maka
harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila

Pancasila merupakan “falafah_hidup” juga menjadi
dasar “flsafab negara”. Sebagai filsafat hidup bangsa,
Pancasila merupakan i bangsa, kepribadian bangss,
Sarana dan tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa
dan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara
Indonesia dan juga sebagai perjanjon lubur bangsa
Indoncsia dalam bemegara (Tongat,  2004:118).
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mengemban kodrainya  scbagai mahluk pribadi dan

Sekaligus sebagai mahluk sosial, sccara selaras, serasi dan.

scimbang (Tongat, 2004:151). Pandangan yang sama

juga dikemukakan oleh Noor MS. Bakry scbagaimana

dikutip Tongat menyatakan (Tongat, 2004:117):
“Pancasila adalah penyeimbang sifat individu
dan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat,

modem yang menempuh jalan tengah dengan
aliran monodualistk atau sering disebut Negara
berfaham integralistik”.

Dalam rangka mengemban harkat dan_martabat
<cbagai mahluk Tuhan Yang Maha Eso, baik dalam
Kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sebagai
mahluk sosial, secera selaras, serasi dan seimbang
sebagai amanah nilai-nilai Pancasila, maka terori tujuan
pemidanaan yang oleh Aliran Hukum Pidana Kasik.
Dengan demikian yang dimaksud dengan Teori Tujuan
Pemidanaan Yang Berorientasi Pembinaan dalam talisan
ini adalah konsep tujuan pernidanan yang meletakkan
Kepentingan masysrakat dan pelaku secara seimbang; dan
bertolak dari twjuan tersebut, maka dari aspek pelaku,
meskipun terbukti scbagai koruptor, mereka tetap scorang.
dan HAM sclalu bempijak pada staws
Kemanusiasnnya. Artinya, pemiliban ide  pemiskinan
schagai strtegi pemberantasan Korupsi bukan berarti
harus menihilkan perlindungan HAM.

‘Adapun pengertian HAM adalah (Pudjiarto, 1993:49):

HAM adalsh hak kodrati mamusia, begitu

manusia dilahirkan, langsung hak asasi manusia

itu melekat pada dirinya scbagai manusia, dalam

hal ini hak asasi manusia berdiri di luar undang-

undang yang ada, jadi harus dipisahkan hak

warga negara dan hak asasi manusia”

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hakikat
dari “ide pemiskinan” sebagai ekspresi adagium ne malis
expediat esse malos (iada seorang pun bolch mendapat
Keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan) menurut
Konstruksi pikir wjuen pidana yang berorientasi
pembinaan dengan latar belakang falsafah_Pancs
bermakna: pertama, bahwa pemiskinan dengancara
mengambil harta kekayaan hasil korupsi harus dilakukan
dalam batas-batas penghargaan terhadap HAM. Ar
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perempasen it tidak  ditgjukan  dalam  rangka
meadilan bk dao it mamss s
ahluk Tuhan Yang Maha Esa; kedua, pemidans
terhadap pelaku harus setimpal berdasarkan i
kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat korupsi. Pada
tiran, hakikat yang demikian tidak saja cerminan tujuan
coianan yng sl degan sk P
bangsa Indonesia. schagaian  Komunitas
gara-negara dunia, jelas teori itu juga selaras dengan
g nsion yng salah satunya tertuang
dalam Convention Agaiants Torture and Other Cruel,
Inluman or Degrading Treatment or Punishment yakni
Konvensi yang menctang penyiksaan dan perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan
‘merendalikan martabat man

IMPLEMENTASI IDE PEMISKINAN YANG
BERORIENTASI TUIUAN PEMIDANAAN YANG
BERSUMBER FILSAFAT PEMBINAAN DA
KEBLIAKAN UU TIPIKO)

Pengindngn sy pesn, pendsnn ndng
pada mencerminkan _permasalahan _dan
i o o i Skl i
dalam menghadapi setiap jenis tindak: pidana tentu (idak
sama dan senantiasa berkembang. Perubahan strategi
pemberantasan Korupsi pun tercermin

dinamika  perubahan peraturan_perundang

dmgan orape s dr UU Yo, 34 P Taun 1960
entang._ Pengusustan, Penuntuan, dan _Pemeriksaan
ik Piona Koraps, dgan U0 N 3 Tahan 1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diganti
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi berikut UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Penubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tenang
Pemberantasan Tindsk  Pidana  Korupsi,  haruslah
cimaknai sebagai bagian dari pengembangan strategi
kebijakan. uniuk menemukan formulasi pemberantasan
Korups yang efekif

Sebagaimana

telah dibahas dalam sub bahasan
pertama, bahwa makna dari “pemiskinan Koruptor” dikaji
dari konstruksi pikir Teori Tujuan Pemidanaan yang
reas Penbinom dengen Pl shga b
seikang, pada hakekatnya tidok  dalam rangka
ikon, carube manla tan sl drgm
zian yang ditimbulkan.
tclaah implementasi Konsep di atas dalam UU

at diuraikan sebagai berikut:

Ide pemiskinan yang. merupakan ekspresi
B mas cpada ot mejs el b,
dalam UU Tipikor, karena sejak awal telah
cpban spya pengembolian ergionnegar i
penghukuman badan  (perampasan
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kemerdekaan).  Hal pola
Konsiderannya yang secara gars besae mmgkllcgvnhn
pemberantasan Korupsi melalui UU Tipikor sebagai cara
a. Sedangkan apa bentuk cara-cara liar
maksud, dalam  Penjelasan U
dinyatakan (Penjelasan Unum UU No.31, Th.1999):
“Dalam rangka mencapai tujuan yang. lebih
efekif untuk mencegah dan memberantas tindak
pidana. korupsi, Undang-undang ini memuat
ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-
undang scbelumnya, yaitu menentukan ancaman
pidana_ minimum Khusus, pidana denda. yang
I tngg, dan sncaman pidns i Y
erupakan  pemberatan  pidana. Selain it
Undangandang in mmust juge ldsa pejors
bagi pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak
dapat membayar pidana tambahan berupa uang

tersiomy

pengganti kerugian

Kedua, pengertian pemidanaan yang ~ setimpal
tercermin dari rumusan yang elasis, baik mengenai jenis
pidana G tambahan), _ukuran/berat

ringannya, yang apabila diidentifikasi memperlihatkan:
1. Aspek sistem pengancaman jenis pidana;

Dari 17 (wjub belas) perumusan ancaman sanksi
pidana dalam UU  Tipikor, maka lcydxpn wh
perumusan ancaman sanksi pidana seba
S Rl e koo’ da ma.;

sebanyak 3 (iga) perumusan;

- Kumulasi (penjara dan denda) sebanyak 5 (lima)

perumusan;
Kumulasi-altematif  (seumur  hidup/penjara
dan/atau denda) sebanyak 1 (satu) perumusan; dan

Kumulasi-aliematif  (penjara danfatan~ denda)
scbanyak 8 (delapan) perumusan.

Keseluruhan (17) pola perumusan di atas, pada

prinsipnya hanya terdapat 2 (dua) sistem perumusan,

aita Sisiem Kumulatf dan Sistem Kumulatif-
allemaif, Perumusan terscbut_ memberi kebebasan
bakim untuk  memilih jenis pidana yang sesuai
dengan kondisi peaku.
2. Aspek perumusan lama/ukuran pidana;
ancaman lama/ukuran _pidana
dirumuskan dengan menerapkan
Khusus™ dan “maksimum Khusus
deli.

Pidana penjara, minimum Khusus berkisar antara
antara 1 tahun s tahun, Sedangkan maksimum
Khusus pidana penjara berkisar antara paling singkat
20 b (b Scumur Hido)

Pidana denda, minimum khusus berkisar antara Rp
50000.00000 (Lima pulub juta rupiah) sampai
dengan Rp 200.000.000,00; Sedang ancaman untuk

umum
“sistem minimum
dalam perumusan
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‘maksimum khusus berkisar antara Rp 50.000.000.00
(Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp
1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);

Pengancaman ukuran pidana dengan  sistem
‘minimum khusus dan maksimum khusus, pada intinya
uga. memberi rang yang lss bogi hakim untuk
menjatubkan pidana

Took Sugiarto
perampasan it Gdak divjukan_dalam
merendabikan harkat dan martabat mansi
‘mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pamdlnan
tehadap pelaku  harus setimpal _berdasarkan
perimbangan kerugian yang  ditimbulkanscbagai
akibat korupsi. Pada _giliannya, hakikat  yang
demiki yang

mngki

Pidana Tambahan berupa
Perampasan barang bergerak yang berwujud atau
tidak berwujud atau barang tak bergerak yang,
digunakan atau yang diperoleh dari korupsi;
Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama
dengan harta benda yang diperolch dari korupsi;

. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan;
Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak
tertey

g pengganti dengan jumlah yang

adalah cerminan
adagium ne malis expedial esse malos, sekaligus
pandangan Herstel van geleden maatschappelik
nadeel dalam Teori Pembalasan.

Pada gilirannya apabila UU Tipikor benar-benar
diterapkan secara Konsisten, maka wacana semacam
pemiskinan koruptur tidak dibutuhkan lagi. UU Tipikor
dapat dioperasionalkan secara keras untuk menimbulkan
efek jera terhadap Korupsi, berupa penjatuhan
pidana yang bersifat kumulatif Mati/Penjara dan denda
dan tambahan berupa uang pengganti. Namun sebagai

judan pembinaan (pertimbangan aspek pelaku),
maka ketentuan pemidananan yang keras terscbut dapat
dioperasionalkan secara fleksibel dengan _senantiasa

disesuaikan dengan keadaan pelaku

Selain selaras dengan nilai-nilai Pancasila namun juga
kecenderungan internasional terhadap penghargaan
HAM.

2. Implementasi ide pemiskinan yang berorientasi pad-!

Kebijakan dengan karakter strategi pemidanaan yeng
Keras. (ldany: Kemungkinan kumulatf pidana mati /

denda dan pidana tambahan ganti
kemgm\) whngai bk claan echodap. exra
ordinary crime. Namun pengancaman demikian, tetap
dirumuskan secara fleksibel guna memberi kebebasan
schagai wujud
perlindungan mesia
individualisasi pidana dan pemidanaan yang setimpal
dengan kerugian yang ditimbulkan,

Saran

1. Wala Korupsi
merupakan kejshatan extra ordinary crime, namun
dalam  mewacanskan ide  pemiskinan  Koruptor

a tidak semata-mata berorientasi pada cfek

secara Kategori tindak  pidana

Sebagai tujuan pembalasan belaka. Karakter demikian
Sesusungguhnya bersumber pemikiran pada.teori
wjuan Kk HAM pelaku.

pemidanaan) untuk tercapainya twjuan pemidanaan yang
setimpal. Pemidanaan yang demikian sangat dipastikan
tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena
tidak dimaksud meren
Keseluruhan pada akhir
per n yang berorientasi pada filsafat pembinaan
telah terimplentasi dalam UU Tipikor.

PENUTUP

Kesimpulan

I Hakikat dari “ide pemiskinan” scbagai ckspresi
adagium ne malis expediat csse malos (tiada seorang
pun boleh mendapat keuntungan karena suatu
perbuatan kejahatan), menurut konstruksi  pikir
tujuan pidana yang berorientasi pembinaan dengan
latar bchkang falsafah Pancasila bermakna: Pertama,
bahws inan dengan cara mengambil_harta
kzkayrun i kempsn harus dilakukan dalam batas-

baws penghargaan terhadap HAM.  Artinya,

2. Agar tidak menciptakan ruang pro yang menciptakan

extra ordinary crime dalam penjauhan_ pidananya
der evgan' batas-batas yang setimpal dan tidak ditujukan

rendahkan harkat dan martabat (HAM)
e riierpai)
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